PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI: DINAMIKA
KELEMBAGAAN DAN UPAYA PENYUSUNAN
KONSTITUSI BARU DALAM KONSTITUANTE
1957-1959

gnfe@enﬁa - ﬂyniz‘m

Priyo Arif Wicaksono
1403622033

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2026



ABSTRAK

Priyo Arif Wicaksono. Panitia Persiapan Konstitusi: Dinamika Kelembagaan dan
Upaya Penyusunan Konstitusi Baru dalam Konstituante 1957-1959. SKripsi.
Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Jakarta, 2026.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sejarah Panitia Persiapan Konstitusi
(PPK) sebagai salah satu alat kelengkapan Konstituante Republik Indonesia dalam
proses penyusunan konstitusi baru pada tahun 1957-1959. Fokus penelitian
diarahkan pada latar belakang pembentukan Panitia Persiapan Konstitusi, struktur
dan mekanisme kerjanya serta dinamika yang terjadi dalam perumusan Materi
Muatan Konstitusi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan tahapan
heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Heuristik dilakukan dengan
mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, kemudian diverifikasi melalui kritik
eksternal dan internal. Sumber yang telah teruji selanjutnya diinterpretasikan untuk
memperoleh fakta sejarah, yang kemudian disusun menjadi tulisan sejarah secara
kronologis dan analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panitia Persiapan Konstitusi dibentuk sebagai
respons terhadap kompleksitas pembahasan dalam Konstituante yang
beranggotakan 514 orang dengan latar belakang ideologi yang beragam. Melalui
pembentukan komisi-komisi konstitusi dan mekanisme pembahasan berjenjang,
PPK berperan menghimpun, mengolah, dan merumuskan berbagai materi muatan
konstitusi sebelum diajukan kepada Sidang Pleno Konstituante. Penelitian ini
menemukan bahwa PPK tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis penyusun
rancangan konstitusi, tetapi juga menjadi ruang negosiasi politik dan ideologis yang
mempertemukan berbagai gagasan mengenai dasar negara, hak asasi manusia,
sistem pemerintahan, wilayah, dan identitas negara. Meskipun berhasil
menghasilkan sejumlah rumusan penting, PPK tidak mampu menyelesaikan
kebuntuan terkait dasar negara akibat kuatnya fragmentasi ideologis antara
kelompok pendukung Pancasila, Islam, dan Sosial-Ekonomi. Pada akhirnya, proses
penyusunan konstitusi terhenti setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante beserta seluruh alat
kelengkapannya.

Kata Kunci: Panitia Persiapan Konstitusi, Konstituante, Konstitusi, Deliberatif.



ABSTRACT

Priyo Arif Wicaksono. The Constitutional Preparatory Committee: Institutional
Dynamics and the Effort to Draft a New Constitution within the Constituent
Assembly, 1957-1959. Undergraduate Thesis. Jakarta: History Education Study
Program, Faculty of Social Sciences and Law, Universitas Negeri Jakarta, 2026.

This study aims to reconstruct the history of the Constitutional Preparatory
Committee (Panitia Persiapan Konstitusi or PPK) as one of the auxiliary bodies of
the Constituent Assembly of the Republic of Indonesia in the process of drafting a
new constitution between 1957 and 1959. The research focuses on the background
ofthe establishment of the Constitutional Preparatory Committee, its organizational
structure and working mechanisms, as well as the dynamics involved in the
formulation of constitutional provisions.

This study employs the historical method, consisting of four stages: heuristics,
verification, interpretation, and historiography. The heuristic stage was conducted
by collecting relevant historical sources, which were subsequently verified through
external and internal criticism. The verified sources were then interpreted to
generate historical facts, which were finally organized into a chronological and
analytical historical narrative.

The findings reveal that the Constitutional Preparatory Committee was established
as a response to the complexity of deliberations within the Constituent Assembly,
which consisted of 514 members representing diverse ideological backgrounds.
Through the establishment of constitutional commissions and a multi-tiered
deliberative mechanism, the committee functioned to collect, process, and
formulate various constitutional provisions before submitting them to the plenary
sessions of the Constituent Assembly. This study finds that the committee served
not merely as a technical body responsible for drafting constitutional proposals, but
also as a forum for political and ideological negotiation that brought together
competing ideas concerning the state foundation, human rights, governmental
structure, territorial issues, and national identity. Although the committee
successfully produced several important constitutional formulations, it was unable
to resolve the deadlock surrounding the state foundation due to the deep ideological
divisions between supporters of Pancasila, Islam, and the Socio-Economic principle.
Ultimately, the constitution-making process came to an end following President
Sukarno’s Presidential Decree of 5 July 1959, which dissolved the Constituent
Assembly along with all of its auxiliary bodies.

Keywords: Constitutional Preparatory Committee, Constituent Assembly,
Constitution, Deliberative.
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DAFTAR ISTILAH
Sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar atau dua
lembaga legislatif, biasanya disebut majelis rendah dan
majelis tinggi.
Kondisi atau keadaan yang terjadi dalam kenyataan,
meskipun belum diakui secara resmi oleh hukum.
Kondisi atau keadaan yang diakui secara sah
berdasarkan hukum yang berlaku.
Model demokrasi yang menekankan proses
pengambilan keputusan melalui diskusi rasional,
argumentatif, dan partisipatif untuk mencapai
kesepahaman bersama.
Sistem demokrasi di Indonesia (1959-1965) yang
menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan dalam
mengarahkan jalannya pemerintahan dan politik.
Kewenangan lembaga negara untuk melakukan
pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab
keuangan negara
Cabang kekuasaan negara yang bertugas menjalankan
undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan.
Jabatan yang diperoleh seseorang karena kedudukan
atau jabatannya dalam posisi lain, bukan melalui
pemilihan atau pengangkatan khusus.
Kelompok anggota dalam lembaga perwakilan yang
memiliki kesamaan pandangan atau afiliasi politik
untuk mengoordinasikan sikap dalam persidangan.
Hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir
yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh

negara.

xi



Konstituante

Konstitusi
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Legislatif

Masa Sidang

Materi Muatan

Konstitusi

Pancasila

Pandangan Umum

Parlemen

Staatsnoodrecht

Sidang Pleno

Unikameral

Lembaga yang dibentuk melalui Pemilu 1955 dengan
tugas menyusun dan menetapkan Undang-Undang
Dasar yang bersifat tetap bagi Indonesia.

Hukum dasar tertinggi suatu negara yang mengatur
sistem pemerintahan, hubungan antar lembaga negara,
serta hak dan kewajiban warga negara.

Jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam suatu
sidang agar keputusan yang diambil dianggap sah.
Cabang kekuasaan negara yang memiliki kewenangan
membuat undang-undang.

Periode waktu tertentu di mana suatu lembaga legislatif
menjalankan kegiatan persidangan secara resmi.

Isi pokok yang diatur dalam konstitusi, seperti Dasar
Negara, struktur kekuasaan, hak warga negara, dan
prinsip-prinsip pemerintahan.

Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima
prinsip utama sebagai pedoman dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Pernyataan resmi yang disampaikan oleh fraksi atau
anggota dalam sidang untuk menyampaikan sikap,
pendapat, atau tanggapan terhadap suatu isu.

Lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi
legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Hukum darurat negara yang memungkinkan penguasa
mengambil tindakan luar biasa dalam kondisi krisis
demi keselamatan negara.

Sidang lengkap yang dihadiri oleh seluruh anggota
suatu lembaga untuk membahas dan mengambil
keputusan penting.

Sistem parlemen yang hanya terdiri dari satu lembaga

legislatif.
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